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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan teori-teori dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad diaplikasikan dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam pada semua persoalan hukum keluarga yang terjadi. Dalam masalah perkawinan, seperti penetapan usia perkawinan, pencatatan perkawinan, nikah sirri, nikah melalui video call, putusnya ikatan perkawinan karena talak (cerai talak) atau khulu’ (cerai gugat), fasakh, nusyῡz, syiqāq, ilā’, li’an, ẓihār dan haḍānah. Dalam masalah kewarisan, seperti pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan bapak angkat, dan ahli waris beda agama. Dalam masalah perwakafan, seperti pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak bergerak (al-‘aqār) dan benda bergerak (al-manqῡl), termasuk pengembangan benda yang belum dan akan terjadi di masa yang akan datang (ar-rikāz) bisa menjadi obyek harta wakaf. Lebih jauh, maqāṣid asy-syari’ah diaplikasikan pada semua masalah yang berkaitan dengan hukum keperdataan (al-ahkām al-madaniyyah), hukum kepemidanaan (al-ahkām al-jinā’iyyah), hukum acara peradilan (al-ahkām al-murāfa’āt), hukum ketatanegaraan (al-ahkām ad-dusturiyyah), hukum internasional (al-ahkām ad-dauliyyah), hukum ekonomi dan keuangan negara (al-ahkām al-iqtiṣādiyyah wa al-māliyyah) dan hukum keluarga (ahkām  al-ahwāl asy-syakhṣiyyah) itu sendiri dengan cara meng-istinbāṭ-kan hukum dari teks-teks al-Qur’an dan sunnah (hadis). 
2. Kerangka kerja operasional maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dikontekstualisasikan dengan melakukan ijtihād maqāṣidi yang titik tekannya pada penggalian, penemuan dan penetapan hukum untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum, terutama kasus-kasus hukum keluarga Islam kontemporer, seperti tentang kesetaraan gender, keadilan, persamaan, persaudaraan dan kemanusian. Secara teknis operasional, penggalian hukum (istikhrāj al-ahkām) dilakukan dengan cara:  Pertama, menggali langsung dari sumber dan dalil-dalil hukum al-Qur’ān dan sunnah untuk menemukan ‘illah-‘illah  hukum (at-ta’lil al-ahkām), hikmah-hikmah, atau rahasia-rahasia hukum, baik secara eksplisit (ẓāhir an-naṣ aw ‘ibārah an-naṣ) maupun implisit (isyārah an-naṣ) dan bahkan di balik teks-teks kedua sumber dan dalil-dalil hukum tersebut, digali dengan mengkritisi indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa sesuatu itu mengandung kemaslahatan (al-imā’) dan indikasi-indikasi yang lainnya. Kedua, digali melalui ijmā’ bahwa hukum-hukum yang disyari’atkan asy-Syāri’ itu dipastikan mempunyai tujuan (al-maqāṣid), tidak ada satu hukum pun yang tidak bertujuan dan maqāṣid-nya di-‘illati dengan li maṣālih al-‘ibād (kemaslahatan manusia). Ketiga,  penelitian secara induktif (al-istiqrā’) untuk mengetahui tujuan-tujuan hukum yang disyari’atkan asy-Syāri’ yang terdapat di dalam al-Qur’ān dan sunnah yang terakumulasi pada perintah kebaikan dan melarang keburukan (bi imtiṣāl al-awāmir wa ijtināb an-nawāhy). Hal ini sebagai manifestasi dari jalb al-maṣālih wa dar’u al-mafāsid.  Keempat, bahwa syari’at dapat dirasionalisasi (al-ma’qῡl) dalam upaya mengetahui sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan kemafsadatan, mana antara keduanya yang lebih besar maslahatnya atau mafsadatnya untuk kemudian melakukan yang lebih besar maslahatnya dan meninggalkan yang lebih besar mafsadatnya. Semua itu dapat diketahui dengan melakukan al-istiqrā’ al-ma’nawi dengan menganalisis lafaẓ-lafaẓ amr dan nahy, mengkritisi dan memahami ‘illah dari kedua lafaẓ tersebut, mengkritisi pada setiap perkara syari’at yang banyak mengandung tujuan dan menganalisis terhadap sikap diam asy-Syāri’ (as-sukῡt asy-Syāri’) dari pensyari’atan sesuatu yang tidak dijelaskan (al-maskῡt ‘anhu) dengan jelas. 
Di samping itu, penggalian dilakukan dengan lebih berorientasi pada analisis substansial (al-ma’nawiyyah wa al-maqāṣidiyyah) yang mampu mengakomodir konstruksi maqāṣid asy-syari’ah secara menyeluruh (kulliyyah). Dari konsep operasional yang demikian ini, maqāṣid asy-syari’ah dalam praktik lebih aplikatif, rekonstruktif, reformatif dan kontekstual dengan tuntutan pengembangan metodologi pemahaman hukum Islam di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi modern. 

3. Rekonstruksi maqāṣid asy-syari’ah sebagai doktrin dan metode ijtihad di era modern ini dilakukan dengan merevisi substansi materi, jangkauan hukum yang disesuaikan dengan semangat perubahan, kebutuhan zaman, pengembangan metodologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi modern, reformulasi, pembaruan dan penyempurnaan teori yang berkaitan dengan tingkatan maqāṣid asy-syari’ah yang berhubungan dengan perbuatan (pekerjaan) mukallaf, penambahan jenis dan klasifikasi ḍarῡriyyah al-khamsah menjadi ḍarῡriyyah as-sab’ah, jangkauan hukum yang dicakup maqāṣid dengan lebih luas, jangkauan orang yang diliputi maqāṣid tidak semata-mata pada kemaslahatan individu tetapi menjamah ḍarῡriyyah al-jamā’ah wa al-ummah, tingkatan keumuman maqāṣid dalam istinbāṭ hukum digali langsung dari teks-teks al-Qur’ān dengan pendekatan holistik (kulli) dan sunnah (hadis) diposisikan sebagai pemfilter dan penguat isi kandungan teks, sekaligus maqāṣid asy-syari’ah dimasukkan ke dalam pembidangan ilmu keislaman yang terpisah dari ilmu uṣῡl al-fiqh. Dari sini maqāṣid asy-syari’ah dapat melampaui transhistoris, dapat menjawab berbagai kasus hukum Islam kontemporer. Bahkan lebih jauh, maqāṣid asy-syari’ah diintegrasikan dan diinterkoneksikan degan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga pola pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam berbasis maqāṣid asy-syari’ah ke depan semakin berkembang dengan seharusnya (das sollen) dan yang senyatanya (das sein). 
Sedangkan implementasi rekonstruksi maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad berimplikasi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di satu sisi berimplikasi pada tataran teoritis yang diawali dengan melakukan reformulasi kembali terminologi ijtihad disesuaikan dengan perkembangan pemikiran hukum dan  metodologi pemahaman hukum Islam yang dihadapkan pada berbagai kasus hukum baru yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat modern, di sisi lain, berimplikasi pada tataran aplikasi metodologi yang dalam praktiknya misalnya  menggunakan pendekatan al-qawā’id al-uṣῡliyyah al-lugawiyyah bergeser kependekatan al-ma’nawiyyah wa al-maqāṣidiyyah yang digali langsung dari teks-teks al-Qur’ān dan sunnah dengan prinsip-prinsip menyeluruh (al-kulliyyah) sehingga terbangun dan menghasilkan produk-produk hukum cabang yang bersifat detail (al-ahkām at-tafṣiliyyah) meskipun kontroversial dalam pandangan masyarakat, antara lain tentang masalah nikah sirri, hak waris bagi ahli waris beda agama, pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf serta standar pemberian nafkah kepada isteri di zaman now. 
Dalam masalah nikah sirri; Keabsahan nikah  sirri di kalangan mayoritas ulama konvensional lebih cendrung mengatakan tidak sah dan dilarang melakukannya karena dipandang bertentangan dengan syara’. Sedangkan minoritas dari mereka mengatakan akadnya tidak batal dan tetap sah, hanya makruh hukumnya. Sementara di kalangan mayoritas ulama kontemporer lebih cendrung mengatakan nikah sirri boleh dilakukan dan sah hukumnya selama terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, karena mereka menilai sebuah pernikahan sah dan tidaknya parameternya adalah ajaran agama, bukan perundang-undangan. Konstruksi pemikiran era modern paradigmanya mesti diubah dengan berbasis maqāṣid asy-syari’ah. Jika sebuah pernikahan dipandang sah menurut agama, maka berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika menurut agama pernikahan itu tidak sah, maka berarti menurut peraturan perundang-undangan juga tidak sah. Selama ini cara pandang masyarakat mendua (ambivalen) “sah secara agama dan tidak sah secara hukum negara”. Secara substantif, antara hukum agama dan hukum negara tidak ada dikotomis, melainkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Akibat hukum nikah sirri bersifat ambivalen, maka dalam realitas praktik berimplikasi pada dampak negatif (mafsadat), di samping ada dampak positif (maslahat)nya. Dari dua dampak tersebut ternyata lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya. Oleh karena demikian, maka kesimpulannya bahwa nikah sirri berdasarkan maqāṣid asy-syari’ah adalah haram hukumnya. 
Dalam masalah warisan ahli waris beda agama, secara tektual normatif al-Qur’ān dan sunnah, ahli waris non muslim menunjukkan tidak mendapatkan bagian hak warisnya, sebaliknya, ahli waris yang muslim tidak bisa mewarisi dari harta waris non muslim. Di Indonesia dalam konteks ini berdasarkan maqāṣid asy-syari’ah, ahli waris non muslim tetap akan mendapatkan hak warisnya, yaitu dengan melalui wasiat wājibah sebagai solusi yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi ahli waris non muslim dan menolak kemafsadatan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga ahli waris. Dari solusi ini implikasinya terbangun: (a) Tercapainya rasa keadilan yang merata di antara sesama ahli waris yang berbeda agama, terjauh dari perpecahan internal keluarga ahli waris dan dinamika silah ar-rahmi tetap utuh, tidak akan putus dan bahkan terbina dengan baik. (b) Tidak terjadi beban psikologis dan diskriminatif antara sesama ahli waris yang diakibatkan oleh perbedaan agama yang dianutnya. (c) Penerapan maslahat (maṣlahah al-mulgah sekalipun) yang berbasis maqāṣid asy-syari’ah terhadap konteks sistem pembagian waris, jika kondisi menghendakinya maka dapat diterapkan untuk tercapainya tujuan hukum, sehingga semua ahli waris yang berbeda agama akan sama-sama mendapatkan hak warisnya. (d) Di Indonesia, penerapan maslahat berbasis maqāṣid asy-syari’ah terhadap kasus pembagian waris beda agama telah dipraktikkan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai solusi penyelesaian kasus hukum keluarga bidang kewarisan. 
Dalam masalah pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf. Harta benda wakaf pada dasarnya adalah milik Allah, sedangkan hamba-Nya sebagai khalifah Allah fi al-arḍ berkewajiban untuk mengelola dan mendayagunakan secara profesional. Lembaga pengelola (naẓir) berkewajiban mengelola harta benda wakaf tersebut, tidak boleh dijualbelikan, dihibahkan dan diwariskan kepada orang atau pihak lain. Secara metodologis diketahui bahwa tidak ditemukan satu teks al-Qur’ān dan hadis pun dengan tegas yang menjelaskan doktrin wakaf (al-waqf). Perintah berwakaf hanya oleh mayoritas ulama dipahami dari teks-teks al-Qur’ān yang menganjurkan berbuat amal kebaikan, baik yang bersifat universal (kulliyyah) maupun partikular (juz’iyyah). Demikian juga dari teks-teks hadis dipahami dari (seperti) anjuran beramal jariyah (ṣadaqah jāriyah) dan beramal kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu, masalah harta benda wakaf termasuk dalam ranah ijtihādiyah. Sebagian ulama konvensional berpandangan menjualbelikan dan menukarkan harta wakaf tidak diperbolehkan meskipun kondisinya sudah rusak parah. Sedangkan sebagian ulama yang lain membolehkannya. Sementara di kalangan ulama (pemikir) kontemporer lebih cendrung membolehkan menjualbelikan dan menukarkan harta wakaf yang sudah kondisinya rusak parah sebagaimana pandangan mażhab Hambali. 
Dalam perspektif maqāṣid asy-syari’ah, pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf, termasuk menjualbelikan dan menukarkan dengan benda yang lainnya adalah dibolehkan, karena: Pertama, dilihat dari segi tujuan berwakaf adalah untuk berinfak di jalan Allah yang hasil dari pengelolaan dan pendayagunaanya digunakan untuk kemaslahatan umum, yakni untuk memenuhi kebutuhan mustahik secara luas baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Kedua, substansi dari harta benda wakaf yang pokok adalah nilai keabadian dan manfaat dengan kontinyu, bukan menjaga dan pemeliharaannya. Karena itu secara teknis wujud benda wakaf boleh dikelola, dikembangkan  dan didayagunakan dengan yang lebih baik nilai guna dan manfaatnya. Ketiga, paradigma pemahaman pada doktrin fikih wakaf klasik dan pada teks-teks al-Qur’ān dan hadis perlu diubah dari secara tekstual kepada kontekstual sehingga tujuan wakaf dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan masyarakat mustaḍ’afin. Keempat,  pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf dimaksud dikelola secara produktif profesional, diadministrasi dengan manajemen modern dan menjadi model instrumen ekonomi kerakyatan masa kini, dan yang akan datang.
Dalam masalah standar pemberian nafkah kepada isteri. Memberikan nafkah kepada seorang isteri adalah kewajiban suami, baik nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir bersifat material, sedangkan nafkah batin bersifat immaterial (abstrak), tetapi sangat menentukan untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang harmonis. Namun dalam hal ini lebih ditekankan pada nafkah lahir, karena mudah diesatimasi secara kasab mata oleh pasangan suami isteri itu sendiri dan pihak lain (keluarga). Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dalam perspektif al-Qur’ān dan hadis masih bersifat umum dan belum ada ketentuan jumlah dan kadarnya, karena itu bersifat ijtihadiyyah. Di kalangan ulama klasik, sebagian mereka menetapkan jumlah kadarnya, bagi suami yang miskin setiap hari berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sebesar satu mud (0,688 liter atau 688 ml, atau -+ 1 liter), bagi suami yang ekonominya kelas menengah sebesar satu setengah mud dan bagi suami yang kaya sebesar dua mud pada setiap harinya. Ukuran lain, suami ber kewajiban memberikan nafkah kepada isteri setiap hari sebesar dua riṭl (satu riṭl sama dengan 450 gram), berarti dua riṭl 900 gram, sama juga mendekati satu kilo gram. Sedangkan sebagian ulama yang lain, mereka tidak menetapkan jumlah, tetapi menekankan pada memberikan kecukupan nafkah isteri yang diperlukan pada setiap harinya disesuaikan dengan tradisi dan tingkat harga barang-barang di mana ia berdomisili. Oleh karena demikian, berdasarkan maqāṣid asy-syari’ah untuk menjaga hifẓ an-nafs, hifẓ an-nasl dan hifẓ al-‘aql demi terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka  untuk era kontemporer atau di zaman now ini standar kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri harus ditetapkan dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan harga barang-barang di pasaran di mana mereka bertempat tinggal, sehingga bisa diestimasi jumlah kewajiban nafkah setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulanya. Sekurang-kurangnya berdasrkan ketentuan Standar Hidup Layak (SHL) atau Upah Minimum Regional (UMR) tempat domisili mereka masing-masing.
B. Rekomendasi

Terlihat jelas bahwa maqāṣid asy-syari’ah dalam kerangka metodologi pemahaman hukum Islam (uṣūl al-fiqh) telah mengalami pergeseran paradigma dan rekonstruksi dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berimplikasi pada tataran teoritis-normatif dan tataran aplikatif-implementatif. Untuk itu direkomendasikan:

1. Bahwa temuan ini perlu terus dikembangkan oleh para peneliti hukum Islam dan diberi wadah baru sesuai dengan perkembangan epistimologi modern, seperti dilakukan oleh lembaga Maqāṣid Research Center and Philosophy of Islamic Law (Markaz Dirasah Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah) yang berpusat di London-Inggris, merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang hukum Islam pada umumnya dan maqāṣid asy-syari’ah pada khususnya, tidak terkecuali Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
2. Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad yang menjadi solusi alternatif atas problem metodologi hukum Islam era modern perlu diposisikan menjadi sebuah disiplin ilmu yang terpisah dari uṣῡl al-fiqh, sekurang-kurangnya menjadi subdisiplin ilmu dalam kerangka pembidangan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Agama agar segera mengagendakan peninjauan ulang pembidangan ilmu-ilmu keislaman tersebut untuk dilakukan penataan pengelompokan disiplin dan subdisiplin ilmu hukum Islam, dan pranata sosial yang dapat diorganisasikan ke dalam program studi yang dikembangkan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Di lingkungan perguruan tinggi Islam (UIN, IAIN dan STAIN) di Indonesia, Fakultas Syari’ah dan Hukum dalam peninajauan ulang kurikulum dan silabus perlu mempertimbangkan maqāṣid asy-syari’ah sebagai sebuah disiplin ilmu dan/atau subdisiplin ilmu menjadi sebuah mata kuliah.
